BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1656
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4447);




Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Dinas Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sclok
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2%
3.

Daerah adalah Kabupaten Solok.

Bupati adalah Bupati Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Solok.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.
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. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB I
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3
Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
a. sekretariat;
b. bidang perumahan;
c. bidang kawasan permukiman;
d. bidang administrasi pertanahan; dan
e.-UPTD.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
sekretaris.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf ¢, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh
kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d terdapat kelompok
Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana,
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
pejabat administrator.
Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) merupakan pejabat penilai kinerja.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan
kepada Daerah.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
pertanahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

d. pelaksanaan administrasi di bidang perumahan rakyat
dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi
umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan
perencanaan, urusan evaluasi, monitoring dan pelaporan.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian
penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan
kinerja individu dan perjanjian kinerja Dinas;

c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana
tindaklanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah,
pengadaan dan pemeliharaan;

d. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

e. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
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penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan,
perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan;

penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup
Dinas;

. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan

pelayananan kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas Dinas;

penyusunan bahan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan laporan pertanggungjawaban
Dinas;

pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan
Dinas;

pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Dinas; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan
urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol
dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai
fungsi:

a.
a8
(o4

pengelolaan kepegawaian;

pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan;

. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat

dan protokol;

. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas dan
rencana pemeliharaan barang Dinas;

. penyiapan bahan tindak lanjut laporan  hasil

pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian
Daerah;

.penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan

subbagian umum dan kepegawaian; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Ketiga
Bidang Perumahan

Pasal 10
Bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pendataan, perencanaan,
penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- perundangan.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10, bidang perumahan mempunyai fungsi:

a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan,
rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah
komersil dan bantuan rumah swadaya;

b. penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah
umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil
dan bantuan rumah swadaya;

c. pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah
umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil
dan bantuan rumah swadaya; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 12
Bidang kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas,
pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, bidang kawasan permukiman mempunyai

fungsi:

a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

b. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman dan kawasan permukiman kumuh;

c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
dan prasarana sarana utilitas umum perumahan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Bagian Kelima
Bidang Administrasi Pertanahan

Pasal 14

Bidang administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
Pemberian izin lokasi Daerah, penerbitan izin membuka
tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi
dan pemanfaatan tanah kosong Daerah, penetapan tanah
ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam,
penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti
kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
dalam Daerah, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
pemerintah Daerah, dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14, bidang administrasi pertanahan

mempunyai fungsi:

a. pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu)
Daerah, penerbitan rekomendasi izin membuka tanah,
penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;

b. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh
Pemerintah Daerah, dan perencanaan penggunaan
tanah yang hamparannya dalam Daerah; dan

c. penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah
garapan dalam, penetapan subyek dan obyek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan
maksimum dan tanah absentee dalam Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16
(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat
dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan
Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.

Pasal 18
Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian
dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan
sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan
masing-masing  untuk  mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 19
Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian
dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib
menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara
berjenjang.

Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, sekretaris dan
kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan
pengawasan di lingkungan kerjanya.

BABYV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
Pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan
tetap melaksanakan tugas dan fungsi terhitung sejak
tanggal pelantikan sampai dengan @ ditetapkannya
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Solck Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.




Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 18 Oastarm\oxe 2023

BUPATI SOLCK,
dto
EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal \8 peseccazc 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto
MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAI,A BAGIAN HUKUM,
L

BRIZALDI
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